
BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 4 TAHUN 20 14 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAI DAN PENGELOLAAN A MINISTRASI 
PAJAK Ur. I DAN BANGUNAN PERDESAAI-I DAN PE lKOTAAN 

DI KABUPATEN TASIKMALAYA 

!\HMA TUl-I -N _ANG ~ ~AH . . ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Men 'mbang : a. _ wa dal n mgka pelaksanaan Peraturan Daerah 

Menginga t 

" 

Kabupaten Tasikmala:., a Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Pajak 
Daerah, perlu disusu n pengat.uran engenai meke: ni me tata 
cara pemungutan Pajak Burni dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan di Kabupa L n Tasikmalaya; 

b. bahwa berdc .. sark pe'rtimbangan seba aimana dimaksud 
dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupa ti ten tang 

ta a Pemun ' ta- Jajak - ~ i dan angu an Perdesaan 
an Perk taan . Kabu a en T -krilalay ; 

L Undan g-Undang Nomor 14 ahun 1950 tentang 

2. 

Pem en - kan Daerah-daerah Kab upaten Dalam Lingkungan 
(Berit a Negara ;,..-T u n 1950) 

-~ - Tn _an g NomoI' 4 
T ent"mg Pem ben tukan Kabup ten Purwakarta 
dan Kabupateh Subang dengan mengu ah Un -ang-Undang 
_ ornor 14 Tahun 19~) } tentang Pe nre tr a aerah-daerah 

::II m Lir gku gan Provin si Jawa Barat 
J g ',a F epubli.' ;-- I do _ es' Tahun 1968 

No or 31, 'ar: ba _l<::.n L Negara Republik Indonesia 
NOln or 2 51); 
Undang- Tndang N011lor 6 '1'~ hun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan ~ ta Car-a Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indone ia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1983 ten tang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4740); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 ten tang Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 ten tang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3686 ) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Un dang Nomor 19 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
1997 ten tang Penagiha n Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2000 
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia 
Nomor 4048); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ten tang Pengadilan 
Pajak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 27, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4189); 

6. Undang-Undang NomoI' 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lem baran Negara Republik Indon esia Tahu n 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
NomoI' 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2008 tentang 
Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerin tahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nom or 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nom or 28 Tahun 2009 ten tang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pemben tukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 
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11. Peraturan Pemerintab Nomor 38 Tabun 2007 ten tang 
Pembagian Urusan Pemerintaban Antara Pemerintab, 
Pemerintaban Daerab Provinsi, Dan Pemerintaban Daerab 
KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintab Nomor 39 Tabun 2007 ten tang 
Pengelolaan Uang NegarajDaerab (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 83, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ten tang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2008 Nomor 127, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

14. Peraturan Pemerintab Nomor 69 Tabun 2010 ten tang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajal< Daerab dan Retr ibusi Daerab (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 119); 

15. Peraturan Pemerintab Nomor 91 Tabun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerab yang dipungut berdasarkan Penetapa11. Kepala 
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5179) ; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah d iubah beberapa kali, terakh ir dengan 
Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
ten tang Peru bahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahu n 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

17. Pera turan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tabun 2011 
ten tang Pembentu kan Produk Huk um Daerah; 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tabun 1999 
ten tang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan 
Pajak Daerah , Retribusi Daerab dan Pendapatan Lain-lairi; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikm alaya Nomor 4 Tabun 
2008 ten tang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerab Kabupaten Tasikmalaya Tabun 2008 
Nomor 4); 

20. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 
Tabun 2008 ten tang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tabun 2008 Nomor 8); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 
2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tabun 2008 



Menetapkan 
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Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 
ten tang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 8); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 
2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 2); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 
DI KABUPATEN TASIKMALAYA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupa ti adalah Bupati Tasikmalaya. 
4. Pejaba t yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang 

diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupa ten Tasikmalaya. 

6. Dinas Penda patan, Pengeiolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya 
disebut DPPKAD adalah Bidang PBB dan BPHTB. 

7. Kepala Dina s adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daera h Kabupa ten Tasikmalaya. 

8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabu paten Tasikmalaya. 
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha 
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 
badan usaha milik negara (BUMN) , atau badan usaha milik daerah (BUM D) 
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 
disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, 
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, 
dan pertambangan. 
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11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata 
mempunyai suatu hak at as bumi danl atau memperoleh manfaat atas Bumi, 
danl atau memiliki, menguasai, danl atau memperoleh manfaat atas 
Bangunan. 

12. Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
danl atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan 
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 
per..!ambangan. 

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai 
suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat a tas Bumi, dan/atau 
memiliki, menguasai, danl atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 

14. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender . 
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 

dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tal1un Pajak 
menu rut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah . 

16. Pem ungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghin punan 
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang ten ltang 
sam pai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 
penyetorannya. 

17. BUln i adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman 
serta laut wilayah Kabupaten Tasikmalaya. 

18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara 
tetap pada tanah dan perairan pedalaman dan/atau laut. 

19. Sura t Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutanya disingkat SPPT, 
adalah surat yang digunakan unu tuk memberitahukan besarnya Pajak 
Bum i dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang teru tang kepada 
Wajib Pajalc 

20. Sura t Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPD 
adalah sura t yang oleh Wajib Pajak d igunakan u n tuk m elaporkan 
pengh itungan dan/a tau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/a tau bukan 
Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti 
pembayaran a tau penyetoran pajak yang telah dilak ukan dengan 
menggunaka n formu lir ata u telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh ~upati. 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanju tnya disingkat SKPD, adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnyajumlah pokok pajak yang 
terutang. 

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus 
dibayar. 

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat 
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan pada SKPDKB. 



6 

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak 
yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya 
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang. 

27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat 
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa 
bunga dan/ atau denda. 

28. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIOP 
adalah Sistem yang terintegrasi untuk mengolah suatu informasi atau data 
objek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan komputer, sejak dari 
pengumpulan data (melalui pendaptaran, pendataan dan penilaian), 
pemberian identitas objek pajak (Nomor objek Pajak), perekaman data, 
pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (SPPT, STTS, DHKP, 
dan sebagainya). Pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan 
pajak, sarnpai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui Pelayanan Satu 
Tempat. 

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepa tuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

30. Sura t Keputusan Pembetulan adala h surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan 
keten tuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Teruta ng, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambaha n, Sura t Ketetapan 
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat 
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, a tau Surat Keputusan 
Keberatan. 

31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap Surat Ketetapan Pajal{ Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih 
Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang 
diajukan oleh Wajib Pajak. 

32. Putusan Banding adalah putusan Peradilan Pajak atas banding terhadap 
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur 
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, 
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan 
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan 
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keuangan berupa neraca dan· laporan laba rugi untuk periode tahun pajak 
tersebut. 

34. Tempat Penerima Pembayaran adalah Bank yang ditetapkan Bupati sebagai 
tempat pembayaran untuk menerima pembayaran dan menatausahakan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

35. Nilai jual objek pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata
rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan 
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui 
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 
baru, atau NJOP pengganti. 

36. Klasifikasi NJOP adalah pengelom pokan nilai jual rata -rata atas permukaan 
bumi berupa tanah dan bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk 
memudahkan perhitungan pajak yang terhutang. 

37. Oaf tar biaya komponen bangunan yang selanjutnya disingkat denga n DBKB 
adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan 
berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan 
biaya komponen material bangunan dan/ atau biaya komponen pasilitas 
bangunan. 

38. Nilai in dikasi rata-rata adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewa kili nilai 
tanah dalam suatu zona nilai tanah. 

39. Zona nilai tanah adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek 
pajak yang mempunyai suatu nilai indikasi rata-rata yang sarna, dibatasi 
oleh batas penguasaan atau pemilikan objek pajak dalam suatu wilayah 
administrasi desa atau kelurahan. Penentuan batas zona nilai tanah tidak 
terikat kepada batas blok. 

40. Sistem Informasi Geografis PBB adalah sistem yang dirancang teIin tegrasi 
dengan aplika si SISMIOP dengan m enekankan kepada analisis keruangan. 
Masukan dasar SIG berasal dari peta, foto, citra satelit mau pun ha sil survey. 

BAB II 
RUANG LlNGKUP 

Pasal2 

(1) Tata Cara Pemungutan dan Pengelolaan administrasi PBB Perdesaan dan 
Perkotaan dalam peraturan ini melipu ti: 
a. Tata Cara Pendaftaran Objek PBB Baru; 
b. Tata Cara Pendataan dan Penilaian Objek PBB; 
c. Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT PBB; 
d. Tata Cara Pembayaran PBB; 
e. Tata Cara Mutasi Objek dan Su bjek PBB; 
f. Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT / SKPD PBB; 
g. Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB dan 

Pengurangan atau Pembatalan PBB; 
h. Tata Cara Pembetulan PBB; 
i. Tata Cara Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo; 
j. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Kompensasi PBB; 
k. Tata Cara Pengurangan PBB; 
1. Tata Cara Penagihan PBB; 



m. Tata Cara Pengajuan Keberatan PBB; 
n. Tata Cara Pemberian Informasi PBB. 
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(2) Pendaftaran Objek Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
adalah Pendaftaran Objek Pajak PBB yang belum terdaftar pada 
administrasi Pemerintah Daerah. 

(3) Pendataan dan penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b adalah pelaksanaan pembentukan basis data PBB yang dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah. 

(4) Penerbitan dan Penyampaian SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c adalah proses penerbitan berdasarkan cetak massal PBB atau 
berdasarkan Pelayanan, Pendaftaran, pendataan dan penetapan sampai 
diterimanya SPPT PBB oleh wajib pajak. 

(5) Pembayaran PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah 
proses pembayaran PBB yang dilakukan oleh Wajib Pajak m elalu i payment 
on line system pada TP PBB atau TPE yang harus dilunasi paling lambat 6 
(enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB oleh Wajib Pajak. 

(6) Mu tasi objekjSubjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
adalah perubahan atas data objekjSubjek Pajak yang diakibatkan oleh jual 
beli, waris, hibah, dan lain-lain. 

(7) Pener bitan salinan SPPT j SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf f 
adalah proses penerbitan SPPT jSKPD sebagai pengganb SPPT /SKPD yang 
hilang/belum diterima Wajib Pajak. 

(8) Pengu rangan atau Penghapusan sanksi administrasi PBB dan Pengurangan 
atau Pembatalan SPPT/SKPD PBBjSTPD PBB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf g adalah proses penerbitan Keputusan Pengu rangan atau 
Penghapusan sanksi administrasi PBB dan Pengurangan atau Pem batalan 
SPPT/ SKPD/ STPD sebagai akibat penerbitan SPPTjSKPDjSTPD yang 
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karen a kesalahan 
Waji b Pajak dan mengu rangkan a tau membatalkan SPPT, SKDP PBB atau 
STPD PBB yang tidak benar. 

(9) . Pembetulan SPPT jSKPD PBBjSTPD PBB sebagaimana dimaksu d pada ayat 
(1) huruf h adalah proses penerbitan Keputusan pembetulan sebagai akibat 
penerbitan SPPTj SKPD j STPD yang tidak benar sebagai ald bat kesalahan 
tulis, kesalahan hitung, danj at au kekeliruan penerapan ketentuan tertentu 
dalam peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan. 

(10) Penentuan kem bali tanggal jatu h tempo sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf i adalah penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran 
atas permohonan Wajib Pajak karena keterlambatan diterirnanya SPPT atau 
terlambat pengembalian SPOP atas permohonan Wajib Pajak karena sebab
se bab terten tu. 

(11) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf j adalah proses penyelesaian atas kelebihan pembayaran PBB 
kepada Wajib Pajak. 

(12) Pengurangan PBB Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k 
adalah pemberian pengurangan pembayaran atas permohonan Wajib Pajak 
terhadap ketetapan PBB yang teru tang. 
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(13) Penagihan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 adalah tata 
cara penagihan Wajib Pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar setelah 
jatuh tempo pembayaran. 

(14) Pengajuan Keberatan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m 
adalah tata cara pengajuan keberatan atas ketetapan PBB akibat kesalahan 
atas luas danj atau kelas bumi danj atau bangunan yang berpengaruh 
terhadap NJOP serta ketetapan pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib 
Pajak. 

(IS) ·Pemberian Informas! PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n 
adalah pemberian informasi PBB atas permohonan Wajib Pajak. 

BABIII 
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI 

PBB PERD ESAN DAN PERKO AAN 
Bagian Kesatu 

Tata Cara Pendaftaran Objek PBB Baru 

Pasal 3 

(1) P daftaran objek PBS baru, dilakukan oleh Subjek Pajak atau Waji Pajak 
melalu i penelitian kantor j lapanga n dengan persyaratan sebagai berikut : 
a. m ngajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati 

melalu i DPPK..AD ; 
b. m ngisi SPOP danjatau LSPOP, dengan jelas, benar, lengkap dan 

ditandatangani; 
c. fm ulir SPOP dan jatau LSPOP d' sediakan dan dapat dip r Ie dengan 

cu m a -cuma di DPPKAD at au ditempat-tempat lain yang ditunjuk. 
d. Wajib Pajak yang memiliki NPWP mencantu m kan N . WP dala m kolom 

yang tersedia dalam SPO P; 
e. surat perm ohonan SPO? dan j ata u LSPOP sebagaimana dimaksud pada 

huruf a da.l1 huruf b, dita.l1datangani oleh Subjek Pajak atau V\Tajib Pajak 
dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Subjek Pajak a tau Wajib 
Pajak, harus dilampiri dengan Surat Ku asa; 

f. sura t p ermoh onan SPOP danj atau LSPOP disampaikan kepada Bupati 
melalu i DPPKAD selambat-lambatnya 30 (tiga pulu h ) hari terhitung 
sejak diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya; 

g. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut : 
1. fotocopy KTP a au identitas diri Iainnya; 
2. fotocopy bukti kepemilikan j penguasaan j pemanfaatan tanah 

(sertifikatj AJB / Girikj dokumen lain yang sejenis); 
3. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (1MB) bagi yang memiliki 

bangunan; 
4. fotocopy NPWP (bagi yang memiliki NPWP); 
5. Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat 

setempat. 
(2) Ketentuan lebih rinci mengenai Pendaftaran Objek PBB Baru tercantum 

dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 



Bagian Ked ua 
Tata Cara Pendataan dan Penilaian 

Objek dan Subjek PBB 
Paragraf 1 

Tata Cara Pen dataan Objek dan Subjek PBB 

Pasal4 

10 

(1) Pendataan objek dan subjek PBB d ilakukan oleh DPPKAD dengan 
menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan/atau LSPOP. 

(2) Pendataan objek dan subjek PBB sebagaimana dimaksud pada aya t (1) 
dapat dilakukan dengan alternatif cara : 
a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan / atau LSPOP; 
b. identifikasi objek dan Subjek Pajak PBB; 
c. verifikasi data objek Subjek Pajak PBB; 
d . pengukuran bidang Objek Pajak. 

Pas al 5 

Ketentu an lebih rind mengenai Pendataan Objek PBB tercantum dalam lam piran 
II yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturCLl1 Bupati ini. 

Par gra f 2 
Tata Cara Penila ian Objek PBB 

Pa sal6 

(1) Penilaian objek PBB dilakukan oleh DPPKAD baik secara massal maupun 
secara individual denga..11. menggun akan pendekatan peni aian yang telah 
diten tu kan. 

(2) Hasil penilaian Objek ajak sebagaimana dimaksud pada a a (1) digunakan 
sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 

Pa sal 7 

(1) Penilaian m assal sebagaimana d imaksud dalam Pasal 6 aya t (1) dapat 
berupa : 
a. penilaian m a ssal tanah dengan p endeka tan data pasar; 
b. penilaian m assal bangunan dengan m enyu su n DBKB Objek Pajak 

stan dar; 
c. Penilaian massa l bangunan dengan meny usun DBKB Objek Pajak non 

standar. 
(2) Ketentuan lebih rind mengenai pen ilaian objek PBB secara massal 

tercantum dalam lampiran III yana merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bu pati ini. 

Pasal 8 

(1) Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
dapat beru pa : 
a. penilaian individual untuk Objek Pajak berupa bumi dengan pendekatan 

data pasar; 
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b. penilaian individual untuk bangunan dengan pendekatan biaya; 
c. penilaian individual untuk tanah dan/atau bangunan dengan 

pendekatan kapftalisasi pendapatan. 
(2) Ketentuan lebih rinci mengenai penilaian objek PBB secara inividual 

tercantum dalam lamlliran IV yang -merupakan bagian 1idak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasa19 

Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan 
penilaian objek dan su bjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka 
pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP wajib merahasiakan 
segala sesuatu ya..'1g diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai 
dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 ten tang 
Ketentua n Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diu ah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 ten tang peru bahan 
kee . pa.t Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Uml m dan 
Tata Cara Perpajakan . 

Pasal 10 

1. Dalam melakukan kegiatan Pend aftaran , pendataan dan penilaian 0 ~ek dan 
subj ek Pajak bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan atau 
pemeIiharaan. basis data SISMIOP, DPPV.AD dapat bekelja sarna dengan 
Kan tor Pertanahan, Kantor Pelayan Pajak Pratama dan Insta i lain yang 
terkait. 

2. Penda taan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam 
rangka pemben ukan dan a a u peme iharaan basis dat a S18MI P dapat 
dilakukan oleh pihak ke tiga yang memenuhi persyaratan tekn is, sesuai 
keten tu an perundang- u ndangan yang berlaku. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT PBB 

Paragt-af 1 
Tata cara Pen erbitan SPPT PBB 

Pasal 11 

Bedasarkan hasil penyusunan data awal dan/atau pemutakhiran data objek dan 
subjek PBB, DPPKAD me ~ghitung dan m enetapkan besarnya Pajak terutang 
sebagai dasar penetapan Pajak pada SPPT PBB. 

Pasal 12 

(1) Setelah masing-masing Objek pajak dihitung dan ditetapkan besarnya Pajak 
yang terutang, selanjutnya DPPKAD menerbltkan SPPT PBB; 

(2) SPPT PBB dapat diterbitkan melaIui : 
a. pencetakan massal; 
b. pencetakan dalam rangka: 

1. pembuatan salinan SPPT PBB; 
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2. penerbitan SPPT PBB sebagai tindak lanjut atas keputusan 
keberatan, pengurangan atau pembetulan; 

3. tindak lanjut Pendaftaran objek PBB baru; dan 
4. mutasi objek danjatau subjek PBB. 

(3) SPPT PBB diterbitkan dalam rangkap 1 yang ditandatangani oleh Kepala 
DPKAD; 

(4) DHKP diterbitkan dalam rangkap 4 (empat) dan ditandatangani oleh Kepala 
DPPKAD, untuk didistribusikan kepada: 
a. DPPKAD; 
b. Bank Penerima Pembayaran yang ditunjuk; 
c. Kecamatan; 
d. Desa. 

(5) Penerbitan SPPT PBB d an DHKP harus sudah selesai selu u h n ya selambat
larnbatnya pada bulan Maret tahun yang bersangkutan. 

(6) Ketentuan lebih rinci mengenai penerbitan SPPT PBB tercan urn dalam 
lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratura,'1 B pati 
in i. 

Paragraf2 
Penyampaian SPPT PSB 

Pa al 13 

PPKAD m enyusun rencana penerim aan dan batas waktu peluna san PBB 
it angkan dalam Kep u usan a tau Intruksi u pa i y g memuat 

tentang: 
a. a tas waktu dan tempat pengambilan jpenyampaian SPPT PBB; 
b. SPPT PBB dapat diambil oleh Wajib Pajak yang bersan k u tan atau 

k u a sanya; 
c. j a tu h tem po pembayaran PBB; d an 
d. S PPT PBB dapat d ibayar pada Bank Penerima Pembayaran yang 

d itu njuk. 

Pasal 14 

(1) SPPT PBB bu k u I sampai dengan buku III dan DHKP d iserahkan oleh 
DPPKAD kepa a Desa melalui Kecamatan dan d ituangkan dalam berita 
acara. 

(2) SPPT PBB buku I dan SPPT BB buku V (t ipa D KP) diserahkan k epada 
wajib pajak oleh DPPKAD. 

(3) SPPT PBB dan DHKP yang t lah d iterima Kecamatan diserahkan secara 
serempak kepada Desa diwilayah kecamatan dimaksud selambat-lambatnya 
5 ( lima) hari kerja . 

(4) SPPT PBB yang telah diterima Desa diserahkan kepada Wajib Pajak atau 
kuasanya selambat-Iambatnya 15 ( lima belas) hari kerja. 

(5) Penyampaian SPPT PBB sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat menugaskan 
perangkat Desa atau Lembaga Masyarakat (Petugas RT j RW, Karang Taruna) 
atau Kolektor Desa. 
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Pasal 15 

(1) Bukti Penerimaan Penyampain SPPT harus ditandatangani oleh Wajib Pajak 
atau kuasanya dengan meneantulnkan tanggal saat SPPT PBS tersebut 
diterima Wajib Pajak atau kuasanya. 

(2) Sukti Penerimaan Penyampaian SPPT buku I sampai dengan buku III dari 
Wajib Pajak yang telah dihimpun oleh Desa diserahkan kepada DPPKAD dan 
dituangkan dalam be rita aeara. 

(3) Bukti Penerimaan Penyampaian SPPI' buku IV sampai dengan buku V dari 
Wajib Pajak yang telah dihimpun oleh petugas DPPKAD dituangkan dalam 
berita aeara. 

Bagian Keempat 
Tata Cara Pembayaran PBS 

Pasal 16 

(1) Paj ak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak T ru tang 
h arus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal 
d iterimanya Surat Pemberitahuan Pajal{ Terutang oleh Wajib Pajak. 

(2) Paj ak ya g te utang berda ar an SKPD haru dilunasi selambat-la batnya 
1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak. 

(3) Paj r yang terutang yang pada saat jatuh t mpo pembayaran tidal{ dibayar 
atau kurang dibayar, dikena.l{an denda administrasi sebesar 2%) (dua 
persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai de gan hari 
pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua p luh empat) bulan. 

Pasal 17 

Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank Penerima 
ditunjuk oleh Bupati, atau me1alui Petugas Pemungut. 

Pa sal 18 

u ayaran yang 

(1) Pemb yar pajak terutang m elalui Bank a tau tem pat lain yang ditunjuk 
oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat d ilakukan seeara 
langsung k tempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana tereantum 
dalam SPF / SKPD / STPD. 

(2) Pembayaran dengan eek Bank / Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila 
telah dilakukan kliring . 

(3) Wajib Pajak menerima SITS atau bukti lain yang di persamakan sebagai 
tanda pelunasan pembayaran PBB dari Bank atau temp at lain yang 
ditunjuk oleh Bupati. 

(4) Bukti lain yang di persamakan se agai tanda pelunasan pembayaran PBB 
sebagaimana di maksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati 

(5) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB melalui kiriman 
uang/transfer, bukti pengiriman uang/transfer merupakan tanda pelunasan 
pembayaran PBB, yang selanjutnya diatur dalam Nota kesepahaman. 
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Pasal 19 

Pembayaran melalui petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a. Wajib Pajak menyetorkan pembayaran PBB melalui petugas pemungut dan 

menerima Tanda Terima Sementara (TTS) dari petugas tugas pemungut; 

b. at as dasar pembayaran dari wajib pajak, petugas pemungut menyetorkan ke 
tempat penerima pembayaran yang ditunjuk dengan menggunakan Daftar 
Penerimaan Harian (DPH) sebanyak 4 rangkap; 

c. setelah DPH d i gis trasi 1 h Ba yaran yang ditunjuk, 
dikembalikan kepada petugas pemungut untuk disampaika n kepada: 
1. Petugas Pemungut (Lembar ke- 1); 
2. Desa (Lembar ke-2); 
3. "ecarnatan (Lembar ke-3); dan 
4 . DPPKAD (Lembar ke-4); 

d. . et gas pemungut menerima STTS atau bukti lain bagian Wajib Paj ak dari 
Bank Penerima Pembayaran yang ditunjuk. 

e. petugas pemungu t selambat-Iarnbatnya 5 (lima) hari kerja harus 
me yampaikan STTS atau bukti lain bagian Wajib Pajak kepada \Vaj ib Pajak 
sebagai bukti pembayaran PBB yang sah. 

Pa al 20 

Ketentuan 1ebih rind mengenai pembayaran PBB tercantum dalam larnpiran VI 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati inL 

a 'an K " 

Tata Cara Mutasi Objek dan Subjek PBB 

Pasal 21 

(1) Atas dasar pengalihan objek PBB, Wajib Pajak da pat mengajukan 
permoho a n m utasi sebagian a tau s lu ruhn a obje dan su b'ek PBB. 

(2) Kelengkapan permohonan mutasi objek dan subjek PBB, melipu ti : 
a. surat permoho an m utasi; 
b. bukti lunas PBB tahun sebelumnya; 
c. mengisi S OP anjatau S O ; 
d. fotocopy SSBjSSPD BPHTB; 
e. fotocopy identitas kepemilikan KTP j M; 
f. fotocopy bukti kepemilikanjpengua saanjpemanfaatan tanah (sertifikatj 

AJB j Girikj dokumen lain yang sejenis); 
g. surat pengantar dari Kepala DesajLurah untuk ketetapan buku I, 

buku II dan buku III; 
h. surat kuasa (apabila dikuasakan). 

(3) Penyelesaian mUlasi sebagt.~an a:tau seluruh obJek dan subJek PBB melalui 
penelitian kantor danj atau lapangan dan penuangan dalam Berita Acara 
melalui proses pemutakhiran data Sistem Informasi Geografis. 
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Pasal22 

Ketentuan lebih rinei mengenai penyelesaian mutasi sebagian atau seluruhnya 
objek dan subjek PBB tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini. 

Bagtan Keenam 
Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT ISKPD PBB 

Pasa123 

(1) Atas dasar belum diterimanya SPPT a tau sebab lain , Wajib Pajak dapat 
Inengajukan pern ohonan p n 'an ali a SPPT, SKPD PBB secara 
perorangan ata upun secara kolektif ke Dinas. 

(2) Kelengkapan persyaratan pengaj u an penerbitan salin an SPPT I salinan SKPD 
PBB an tara lain : 
a . S rat Pennohonan Penerbitan Salinan ; 
b. Surat Pengantar dari Desa, apabila diajukan secara kolektif; 
,. fotocopy STTS a tau bukti lain pelunasan PBB, tahun sebelumnya atau 

tahun berjalan; 
d. fo tocopy Kartu tanda identitas KTP ISIM pemohon ; 
e. Stll"at. Kuasa (apabila dikuasakanJ . 

(3) Keten tuan lebih rinei mengenai Perm ohonan Penerbitan Salinan SPI ISKPD 
PBB tercantum dalam 1a..'11piran VIn yang merupakan bagian tidak 
terpis kan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketujuh 
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB dan 

engur n atau embatalaIl PBS 

Pasal 24 

Kepala D . PKAD karenajabatannya ata p ermohonan Wajib Pajak dapat. : 
a. Mengurangkan a tau penghapusan sanksi administrasi PBS beru pa bunga, 

denda, dan ken aikan yang dikenakan karena kekh i afan Waoib Pajak atau 
bukan ka ren a kesalal1an Wajib Pajak; 

bo Mengurangkan a tau membatalkan dan membet lkru SPPT, S ~PD PBB atau 
STPD PBB. 

Pasal 25 

(1) Pengurangan atau penghapu san sanksi administrasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 h lruf a dapat dilakukan terhadap sanksi 
administrasi yang tercantum dalam : 
a. SKPDPBB; 
b. STPD PBB. 

(2) Pembetulan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 huruf b dapat dilakukan dalam hal, terdapat ketidak benaran atas: 
a. luas obje-k Pajak -bumi danl atau bangunan; 
b. Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; dan/atau 
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c. Penafsiran Peraturan Perundang-undangan PBB, pada SPPT, SKPD PBB 
atau STPD PBB. 

(3) Pembatalan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 huruf b dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB 
tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak 
bumi dan bangunan, yang meliputi : 
a. digunakan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah untuk 

penyelenggaraan pemerin tahan; 

b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang 
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang 
tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan sebagai berikut: 

1. digunakan oleh Pemerintah da n Daera h untuk penyelenggaraan 
pemerintahan; 

2 . digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di 
bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan keb dayaan 
nasional, yang tidal{ dimaksu dkan untuk memperoleh keuntu ngan; 

3 . d igunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis 
dengan itu; 

merupakan hutan lindung, h u tan suak a alam., hutan wisata , taman 
na 'ional, tanah penggembalaa n yang dikuasai oleh desa, dan tanah 
negara yang belum dibebani suatu hak; 

5 . digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan 
asas per akuan timbal balik; dan 

6 . digunakan oleh badan a tau perwakilan lembaga internasional yang 
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keu angan. 

Pasal 26 

(1) Perm honan pengurangan atau pengh apusan sank i administrasi 
sebaga ima na d imaksud dalam Pasal 24 huru f a harus memenuhi 
persyar' tan: 
a. 1 (sa .u ) ermohonan untuk 1 (satu} SKPD P B atau ST D PBB; 

b. diajukan secara tertulis dengan mencantumkan besarnya sanksi 
administrasi yang dimohonkan pe g rangan atau penghapusan disertai 
alasan yang mendukung permohonannya; 

c . diajukan kepada Kepala Dinas melalui Bidang PBB dan BPHTB; 

d. dilampiri fotocopy SKPD PBB atau STPD PBB yang dimohonkan 
pengurangan atau penghapusa n sanksi a dministrasi; 

e. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan at au mengajukan 
keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan 
keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT /SKPD PBB, 
dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan 
adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam SPPT / SKPD PBB; 

f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun 
tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian 
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mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD PBB yang terkait dengan 
STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan at au 
penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD 
PBB; 

g. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang 
menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam 
SKPD PBB atau STPD PBB; 

h. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal 
surat permohonan dttandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku 
ketentuan sebagai berikut: 
1. Surat Permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus 

u ntuk: 
a) 'Wajib Pajak badan; atau 
b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak a tau kurang 

dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi adm inistrasi 
lebih banyal{ dari Rp. 2.000.000,00 (duajuta rupiah); 

2 . Surat Permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib 
Pajal< orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang d ibayar 
yang menjadi da ar penghitungan sanksi administrasi paling banyak 
Rp . 2.000.000,00 (duajuta rupiah). 

(2) Permohonan pengurangarl tau penghapu san sal k ' d ministl si yang 
tidak memenuhi persyara tan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dian gga bukru: scbag . permohona.Tl schingga tidak dapat dipcrtimbangkan 
dan kepada Wajib Pajak a au kuasanya diberitahukan secara tertulis 
disert i ala, an yang menda ari dal m jangka waktu paling 1 m 1 (satu) 
bula n terhitun g sejak permohonan tersebut diterima. 

P~ka1 27 

(1) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB ebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 huruf b harus m menu h i persy a tan : 
a. 1 (satu) permohonan untu k 1 (satu) SPPT, SKPD PBB at a u STPD PBB; 

b. diaj u kan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan m encantumkan 
besarnya yang dimohonkan penguranga.11 disertai alasan yang 
menduku ng permohonannya; 

c. diajukan kepada ke ala Dina s lalu i Bidang PBB dan BPHTB; 

d. dilampiri ash SPPT, SKPD PBB at au STPD PBB yang dimohonkan 
pengurangan; 

e. Wajib Pajak tidak mengajuka n keberatan atau mengajukan keberatan 
namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB yang 
terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan 
pengurangan SPPT, SKPD PBB; 

f. \Vajib Pajak tidak 111engajukan keberatan atau mengajukan keberatan 
namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB yang 
terkait dengaJl STPD PBB, dal3..l.li hal yailg diajuk3..l.1 permohon3..l.1 
pengurangan adalah STPD PBB; 
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g. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang 
menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam 
SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB; 

h. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal 
surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku 
ketentuan sebagai berikut: 
1. Surat Permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus 

untuk: 
a) Wajib Pajak badan; atau 
b) Wajib Pajak orang pribadi dengan p ajak yang masih harus 

dibayar bih banyak ar' p . 2 .000.000,00 (dua juta rupiah). 
2. Surat Permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib 

Pajak orang pribadi dcngan pajak yang masih harus d ibayar paling 
banyak Rp. 2.000.000,00 (duajuta rupiah). 

(2) T ajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut ke era tannya 
ter sebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan 

eb ra tan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hu ufe da huruf f. 
(3) Permohonllii pen gurangan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB yang tidak 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), d ianggap 
bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat diper timbangkan dan 
kepad a Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertu lis disertai 
ala arJ. yang m endasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu ) bulan 
terhit ng s ej ak permohonan tersebu t diterima. 

Pa 'al 28 

(1) Permoonan Pembatalan SPPT, KPD BB a t au STPD P B sebagaimana 
dimak ud dalam Pasal 24 huruf b d iajukan secara perseo angan, kecuali 
untu k SPPT dapat juga diajukan secara kolektif. 

(2) Perm oh ~an a talan ' g l'ajul a ll secara p seor- gan 'ebagaimana 
dimaksu d pada ayat (1) harus mem en uhi persyara tan : 
a. 1 I a tu) perm onan u n t- k 1 ( atu ) SPPT, SKPD P B atau ST D PBB; 
b. diaj ukaan secara tertulis dalam bahasa Indon esia dengan 

mencantl m kan al san yang men dukung permohonannya; 
c. diajukan kepada kepala DPPKAD melalui Bidang PBB dan BPHTB; 
d. dilampiri as i PPT, SKPD PBB atau ST D PBB yang dimohonkan 

pembatalan; dan 
e. surat permohon n ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal sura t 

permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan 
sebagai beriku t: 
1. Surat Permohonan harus d ilampiri dengan Surat Kuasa Khusus 

untuk: 
a) Wajib Pajak badan; atau 
b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus 

dibayar Iebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (duajuta rupiah); 
2 . Surat Permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib 

Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling 
banyak Rp. 2.000.000,00 (duajuta rupiah). 
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(3) Permohonan Pembatalfu"l untuk S PPT yfu"1g diaj ukfu"1 secara kolektif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: 
a . 1 (sa t u) permohonan untu k beberapa SPPT Tahun pajak yang sarna 

dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 
500.000,00 (lima ratus r ibu r upiah); 

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan 
alasan yang mendukung permohonannya; 

c. diajukan kepada DPPKAD melalui Bidang PBB dan BPHTB; 
d. dilampiri asH SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan 
e. diajukan melalui Kepala Dosa setempat. 

(4) Permohonan Pembatalan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB secara 
perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada aya t (2), diangga p bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat 
diper tim bangkan dan kepada vVajib Pajak atau k uasanya diber itahukan 
s cara tertulis disertai alasan yangmendasari dalam j angka waktu p aling 
lama 1 (satu) bulan terhitung sejak p ermohonan tersebut diterima. 

(5) . errnohonan Pembatalan SPPf secara kolektif yang tidak m eme, uhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai 
perm: honan sehingga tidak dapat dip rtimbangkan dan kepa a Kepala 
Desa setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari 
dal -m jangka waktu paling lama 1 '(satu) bulan erhitung sejak permohonan 
tersebut diterima. 

Pa al 29 

(1) Perm ohonan pengurangan atau penghapusan sanksi a dministrasi 
set' g-aimana diI a ' ud dalam Pa. 'al 24 h uf a dan errn oh onan 
pengu rangan at au pembatalan SPPT, SKPD PBB a tau STPD PBB 
sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 19 huruf b , dapat d iajukan oleh Wajib 
Pajak paling banyak 2 (d ua) kali. 

(2) DalruTI hal Wajib Pajak mengaju kan permohonan k du a, permohonan 
tersebut harus diaj ukan dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan 
teihitung sejak tanggal pengiriman Keputusan Kepala DPPKAD atas 
permohonan yang per tama. 

(3 ) Permohona n kedu a se bagaimana dimaksud pada aya t (~) harus memenuhi 
persyaratan sebagaimana d imaksud dalam Pa sal 26 aya t (1 ), Pasal 27 ayat 
(1), Pasal 28 aya t (2) atau Pasal 28 ayat (3). 

(4) Permohonan kedua yang diajukan melampa u i jangka waktu sebagaimana 
d im'aksud pada aya t (2) , dianggap b ukan sebagai permohonan sehingga 
tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya 
diberitahukan secara tertulis d isertai alasan yang mendasari dalam jangka 
waktu paling lama 1 (satu) bulan terh itung sejak permohonan tersebut 
diterima. 

Pasal30 

(1) Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak 
tanggal permohonan diterima, haru s memberi suatu keputusan atas 
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 . 



20 

(2) Apabiia jangka waktu sebagaimana d-imaksud pada ayat (1) telah 
terlampaui dan Kepala DPPKAD tidak memberi suatu keputusan, 
pennoflonan yang d'ajukan uianggap dikabulkan dan Kepala DPPKAD harus 
menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam 
jangka waktu paling iama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu 
dimaksud berakhir. 

Pasal31 

(1) Pemberian Pengurangan sanksi administratif dapat diberikan kepada wajib 
pajak orang pri adi atau badan yang besamya ditetapkan sebagai be ikut : 
a. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan 

sarnpai dengan lahun keliga, dapal dibelikan penou -an gan selinggi 
tingginya sebesar 10 0% (sera tu s p ersen) per-kete ta pan pajak; 

b. u ntuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang d iajukan 
pada tahun keempat, dapat diberikan pengurangan setinggi tingginya 
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) per-ketetapan pajak; 

c . untuk per ohonan pengu rangan sanksi administratif yang diajukan 
pa da tahun kelima, dapat diberikan pengurangan setinggi tingginya 
sebesar 55% (lima puluh lima per sen) per-ketetapan pajak. 

(2) Keputusan KepaJa OPPKAD atas permohonan pembataJan SPYf, S Pi) 1-'1:3B 

atau STP BB sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 24 huruf b , dapat 
berup mengabulkan seluru hnya atau sebagian, alau menolak permohonan 
Waj ib Pajak. 

(3) Alas pe ' li 1 aan l r lul"s ill' Wajib ajak, Kepala PPKAD harus 
mem berikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk 
me· olak ata mel g bulka..~ sebagian pennohonan aj ib Pajak eb gaimana 
dimaksud pada ayat (1) atau menolak permohonan Waj ib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Pasal 32 

Ketentuan lebih rinci mengenai Pen gurangan atau Penghapu san Sanksi 
Adrninislrasi PBB, an Pengu angan a l u Pembalal' SPPT, SKPu PBB alau 
STPD PBB, tercan tu m dalam lampiran IX Peraturan Bupati ini . 

Bagian -Kedela pan 
Tata Cara Pembetulan PBB 

Pasa! 33 

Kepala DPPKAD at as dasar permoh onan Wajib Pajak atau secara Jabatan, 
pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, danl atau kekeliruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan 
Bangunan dapat dilakukan terhadap surat kepu tusan atau surat ketetapan 
sebagai berikut : 
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT); 
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB (SKPD PBB); 
c . Surat Tagihan Pajak Daerah PBB (STPD PBB); 
d. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB; 
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e. Surat Kepu tusan Pengurangan Denda Administrasi PBB; 
f. Surat Keputusan Pembetulan; 
g. Surat Keputusan Keberatan; 
h. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga; 
1. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan 

penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan 
Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Keknluan UmUItl dan Tala Cara Perpajakan yang diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 
tentang Perubah '"' 1 K upat U Id 1 -U 19 No 1. or 6 Tahun 1983 ten tang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

Pasal34 

(1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud Pasal 33 harus diajukan 
alam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal . rat 

pemberitahuan pajak teru tang diterima, Kecuali jika Wajib Pajak dapat 
Ii:L llunjukaIi bahwajaugka wak u ilu tidak dapal dipenuhi karena kea daaan 
dilu ar kekuasaannya. 

(2) Pe betulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi p e betulan 
at a s kes ahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi ya ng tidak 
mengandung persengketaan antara lsku s dan Wajib Pajak, yaitu : 
a. ke alahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nom r Objek Pajak, 

nama ajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat Objek ajak BB, nomor 
Surat Keputusan atau Surat Ketetapan, Luas Tanah, Luas Bangunan, 
'rabun Pajak, dan/atau tanggaljatuh tempo pembayar an; 

b. ke. alahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, p ngurangan, 
erkali , danj atau pembagian suatu bilangan; danj tau 

c. keke irua n pen rapa n keten uan ter ten tu dalam peratu ran perundang
Und all a li BB, antal'a iain k kelirual1 dalam penerapan tar if, ekeliruan 
pe erapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJ OPTKP) dan 
kek liru a n penerapan sanksi administrasi. 

Pasal 35 

(1) Permohonan pembetulan hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak at au 
kuasanya secara pers rangan . 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
permohonan pembetulan sura t keteta pan PBB berupa SPPT dapat diajukan 
secara kolektif. 

Pasal36 

(1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat 

keputusan atau surat ketetapan; 
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t. diajukan secar-a tertulis dalam bahas-a. Indonesia disertai alas-an yang 
mendukung permohonannya; 

c . diajukan kepada kepala DPPKAD 'rnelalu i Bidang PBB dan BPHTB; dan 
d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat 

permohonan ditandatangani oieh bukan Wajib Pajak: 
1. harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, bagi Wajib Pajak orang 

pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp. 5 .000.000,00 (lima 
juta rupiah) dan Wajib Pajak Badan; atau 

2. harus dilampiri dengan surat kuasa, bagi Wajib Pajak orang pribadi 
dengan pokok pajak sampai dengan Rp. 5 .000.000,00 (lima juta 
rupia h) . 

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. diajukan untuk SPPT Tabun Pajak yang sarna dengan pajak yang 

t ~'utang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 100.000,00 (8 'at .l 8 tibu 
rupiah); 

b . diajukful sec-ara te tuli dalan bfu~asa Indonesia dise tai ala~an yang 
mendukung permohonannya; 

c. d iajuka."1 kepada Kepala DPPKr'\D mc1alui Bidang PBB dan BPHT ; dlli'1 
d. diajukan melalui Kepala Desa setempat. 

(3) Tanggal p .ne 'maa surat yang uijau'l -a 1 uasar u tuk m mproses surat 
perm ohonan sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 35 adalah : 
a. t.anggai erima sural vVajib Pajai{, daiam hal disampaik 

langsung oleh Wajib Pajak pada petugas yaJl.g ditunjuk; ata u 
seCar'd 

b. tanggai stempel pos lercann , 'alam hal surat pe mohona.."fl "is mpaikan 
melalui pos tercatat. 

Pasa137 

(1) Perm ohor an pembetulan yang tidak memenuh i persyaratan sebagaimana 
dimak sud dalam Pasal 36 ayat (1) atau ayat (2), dianggap b u kan sebagai 
surat er ,ohonan sehingga t idak dipertimbangkan. 

(2) Dalam ha l permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana 
dimaksu d a da ayat (1) , Kepala DPPKAD harus memberitahukan secara 
tertu1:is kep ada Wajib Pajak atau k ua. anya. 

(3) Dalam hal permohonan pembetulan diaju kan secara kolektif, 
pen:lberilahuan lerl lis sebagairnana imaksud pada ayal (2) disarnpaikan 
kepada Kepala Desa. 

Pasa1 38 

Permohonan pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud 
dalmn pasal37 diberikan dengan mempertimtrangkan : 
a. aspek alasan pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal34 ayat (2); dan 
b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pembetulan Pajak Bumi dan 

Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal36. 
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Pasal39 

(1) DPPKAD melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 1 (satu) 
bulan seJak tanggal tliterimafiya berkas permohonan se~ara lengkap dan 
benar. 

DPPKAD dalar"TI melaksanakfui pem eriksaan permohonan pembetula.."1 Pajak 
Bumi dan Bangunan dapat melakukan penelitian di lapangan danj atau 
ll1eminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan 
penelitian. 

(3) Hasil peneiitian Dp·PKAD serJagai dasar p·engambilan kep-ut usan unt uk 
menerima atau menolak pengajuan . 

(4) Keputusan pembetuian sebagaimana dimaksud pada aya t (3) dapat berupa 
menerima seluruhnya a tau sebagian, menolak, atau menambah besarnya 
jumlah PBB yang teru-tang. 

(5) alarn hal keputusan pembetulan menyebabkan perubahan da ta dalam 
SPPT atau SKPD dan STPD. DPPKAD menerbitkan SPPT atau SPh..ro dan 
c'TPD baru berda sarkan keputusan pembetulan tanpa merubah saat jatuh 
tempo pem ay 

(6) SPfYI' atau SKPD dan STPD baru sebagaimana dimaksudkan pacta ayat (5) 
t;dak k.;sa dl''''';uko~n kQb<>ra"""~ . i ( V.l <:l.J cu. ~ ~ L<:l.~ .l . 

(7) Keputusa ata s permohonan pem betu lan Pajak B um i dan Bangunan 
sebagaimana d imaksud pada ayat (3) d.iberikan paling 1a a 6 ( ITa ) bulan 
sejak tanggal diterimanya permohon an . 

(8) Apabila j angka waktu - bagaiu ana d imaksud pada ayat (7)· t ah tEdampaui 
dan tidak. ada suatu kepu tusan, pengajuan pembetulan Pajak Bumi dan 
Bangu nan dianggap diterima at a u dikabulkan . 

Pasal 40 

Dalam hal tidal{ ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh DPPKAD 
Lelah leljadi kesalaban l1.ll1s, kesalahan :bi tung, dan/ata1.l ' eke 'ruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB atas surat 
keputusan ata surat ketetapan yang diterbitkannya , kepala DPPKAD harus 
menerbitkan sura t keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan 
tersebut secarajabatan. 

Pa sal 4 1 

(1) Apabila keputusan sebagai ana dimaksud dalam Pasal 39 atau Pasal 40 
masih terdapat -kesala:han tu1iS, kesalahan hitung, danjatau -kekeliruan 
penerapan ketentuan tertentu dalan peraturan perundang-undangan PBB, 
Pejabat dapat meiakukan pembetuian iagi, baik secarajabatan maupun atas 
permohonan Wajib Pajak. 

(2) Pen:rto.honan pembelulan sebagailnana ditnaksud pada ayal (1) har us 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal36 ayat (1) atau 
ayat (2). 
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Pasal42 

Ketentuan lebih rind mengenai Pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, 
dani atau kekeliruan penerapan ket entuan tertentu PBB, tercantum dalam 
lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kesembilan 
Tata Cara Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo 

Pasal43 

(1) Atas dasar keterlambatan diterimanya SPPT PBB tahun berjalan Wajib Pajak 
dapat mengajukan p rmohonan p n ntuan kembali tanggal jatuh tempo. 

(2) Permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo diajukan dengan 
dilengkapi persyara tan sebagai beriku t : 
a . SPPT PBB yang sudah diterima yang dilengkapi dengan anggal bukti 

pener imaarl ; 
b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 
c . fotocopy iden titas Wajib Pajak atau fotocopy identitas kuasa Waj ib .l ajak 

dalam h al dikuasakan. 

Pa al 4 

Ketentuan lebih rind mengenai pene n tuan kembali tanggal jatu h tempo 
tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan upati ·ni. 

l:3aglan Kesepuluh 
Ta ta Cara Pengem balian Kelebihan 
Pembayaran dru~ ~ ompen sasi PBB 

Pa al 45 

(1) Alas u asar • debihau pembay- 'an pajak teru tang ~ ' ajib p. j ak dapat 
mengaju kan permohonan pengem balian kelebihan pem bayaran atau 
kom peu s si k lebh~aIl pembaya.F'an BB. 

(2) Pengajuan ermohonan pengembaJian kelebihan pembayaran disertai 
dengan ali' sa J yan g jelas darl dilengkapi pe sya ra tan sebagai berikut : 
a. SITS atau bukti pembayaran lainnya yang a sli dan l a tau dokumen lain 

ylli"1:g m n u njuk8.i1 kelebihan . '-- H b u -aran; 
b. Bukti lunas PBB tahun sebelumnya; 
c. Su'ra l Kuasa (apabila uikuasal an); 
d. Fotocopy identitas Wajib Pajak at a u fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak 

dalam hal dikuasakan; 
e. Nomor rekening atas nama Wajib Pajak. 

(3 ) Pemberian kompensasi PBB diberikan berdasarkan permohonan dari Wajib 
Pajak untuk diperhitungkan dengan pajak terutang dan pajak tahun 
beIjalan dengan dilengkapi : 
a. STTS atau bukti pembayaran lainnya yang asli; 
b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 



fot ;p 'dent 'ta vVaj"b Paja' atau fo t 
dalam hal dikuasakan; 

d. Surat Permohonan Kompensasi. 

Pasal46 
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kua a Wafb Pajak 

Ketentuan lebih rinci mengenai pengembalian kelebihan pembayaran dan 
kornpensasi PBB -sebagaimana tercan tuIlI dalat I lampi 'an XII ang Tner upakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini. 

Bagian Kesebelas 
Tata Cara Pengurangan PBB 

Pa a147 

(1) Pen oura ngan dapat diberikan kepada Wajib Pajak : 
a . k arena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hU'bungannya .ngan 

Subjek Pajak dan /atau karena sebab-sebab tertentu lainnya dan 
diberikan h anya untuk 1 (satu ) objek pajak; 

b . dalam al Objek Pajak terkena ben cana alam atau sebab lain yang luar 
bia sa. 

(2) Kon disi tertentu Objek Pajak yang a da hubungannya dengan S bjek Pajak 
daJl / a tau . 'e 1a seuau-sebab terten tu lail.1nya seuagairfl<:iUa Ji11lak --ud ada 
ayat (1) h uruf a untuk : 
a. W. j ' Paj l y 0 ang prib eli u ti: 

1. Objek Pajak yang \,vajib Pajaknya orang adi veteran pejuang 
kcmerdekaan, "leterarl 1-'~mu,--la kemerdekaa l'i , p-enerima tanda jasa 
bin tang g rilya, atau janda / d udanya; 

2. Obj k j ber - p bu / p .rikananj 
petern akan yang hasilnya sangat terbata s yang Wajib Pajaknya orang 

'ba i dengan be -eIlohasilan rendah; 
3 . Objek Pajal.:: yang Wajib Pajaknya orang p ribadi yang pengh asilannya 

selnata-mata berasal dari pens iunan p egawai n geri sipil dan 
TNI/POLRI sehingga kewajiban PB nya suJit dip n hi; 

4. )bjek Pajak yang Wajlb PajaJmya orang p ribadi an g berpenghasilan 
ren dah, sehingga kewajiban PBB nya s ulit dipe uhi; 

5. Objek P ajak yang Wajib ajak nya orang pribadi yang berpenghasilan 
rendah yang n i ai jual Objek P j a l permeter perseginya meningkat 
akibat peru bahan lingkungan dan dampak positip pembangunan. 

b. Wajib Pajak badan m eliputi: 
Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang 
mengalami kerugian dan k ulitan likuiditas pada Tahun Pajak 
sebelumnya sehingga Udak dapat me ne uhi ke ajiban uti ,dibuklikan 
dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. 

(3) I3encana alfuu sebagaiInana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana 

yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan 
oleh a1a..~ antara lain g mpa bumi, tsuna..'TIi, gunung meletus, banjir, 
kekeringan, angin top an dan tanah longsor. 
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(4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/ atau wabah hama 
tanaman. 

Pasal48 

(1) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat 
diberikan kepada wajib pajak: 
ao karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek 

pajak danjatau wajib pajak karena sebab-sebab tertentu lainnya: 
1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi: 

a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi v teran pejuang 
kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa 
bin tang gerilya, atau janda/ duda nya dapat diberikan p ngurangan 
setingi tingginya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) ari PBB 
yang teru tang; 

b) Objek Pajak berupa lahan pertanian/ perkebunanj perika nanj 
peternakan yang hasilnya sangat terbatas dan wajib ... a ° aknya 
orang pribadi yang berpenghasila n rendah diberikan peng rangan 
sebagai beriku t: 
1) untuk objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunanj 

pe °kananj pe er akan ang luasnya 1 a (saiu h ktar) yang 
hasilnya sangat terbatas dan waj ib pajaknya rang pribadi yang 
berpenghasilan rendah dapat diberikan pengu rangan setinggi 
tingginya sebesar 75% (tujuh pul h lima persen dari BB yang 
terutang; 

2 ) un tuk objek pajak beru pa lahan pertani n / perkebunan/ 
perikanan / peternakan yang luasnya lebih dari 1 ha (satu 
h ktar) sampai dengan 3 ha (tiga hektar) y g hasilnya sangat 
terbatas dan wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan 
rendah , dapat diber ika n pengurangan ertinggi tingginya 
sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang teru tang; 

3} u ntuk objek pajal< yang beru pa lahan pertanian / perkebunan/ 
perikanan / petemakan yang luasnya lebih da ri 3 h a (tiga hektar) 
yang hasilnya sangat terbatas dan wajib pajaknya orang pribadi 
yang berpenghasilan rendah, dapat diberokan pengurangan 
setinggi ingginya sebesar 25% (du a p uluh lima persen) dari PBB 
yang teru tang; 

c) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang 
berpenghasilan semata-mata berasal dari pen siunan pegawai negeri 
sipil dan TNI/POLRI seh ingga kewajiban PBB sulit dipenuhi 
diberikan pengurangan sebagai berikut: 
1) untuk objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang 

berpenghasilan semata-mata berasal dari pen siunan pegawai 
negeri sipil dan TNI/POLRI golongan 1 atau yang setara, dapat 
diberikan pengurangan setingi tingginya sebesar 75% (tujuh 
puluh lima persen) dari PBB yang terutang; 
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2) untuk objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang 
berpenghasilan semata-mata berasal dari pensiunan pegawai 
negeri sipil dan TNljPOLRI golongan II atau yang setara, dapat 
diberikan pengurangan setinggi tingginya sebesar 55% (lima 
puluh lima persen) dari PBB yang terutang; 

3) untuk objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang 
berpenghasilan semata-mata berasal dari pensiunan pegawai 
negeri sipil dan TNljPOLRI golongan III atau yang setara, dapat 
diberikan pengurangan setinggi tingginya sebesar 40% (empat 
puluh persen) dari PBB yang teru tang; 

4) u ntuk objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang 
berpenghasilan semata-mata berasal dari pensiu nan pegawai 
negeri sipil d an TNIjPOLRI golon gan IV atau yang setara, dapat 
diberikan pengurangan setinggi tingginya sebesar 25% (dua 
puluh lima persen) dari PBB yang terutang; 

d) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang 
berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit 
dipenuhi diberikan pengurangan sebesar berikut: 

1) untuk objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang 
berpenghasilan kurang daTi Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu 
rupiah) perbulan , dapat diberikan pengurangan setinggi 
tingginya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang 
teru tang; 

2) untuk objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang 
berpenghasilan antara Rp . 300 .000,00 (tiga ratus rib u rupiah) 
sampai dengan Rp. 800 .000.00 (delapan ra tus ribu rupiah) 
perbulan, d apat diberikan pengurangan setinggi tingginya 
sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang; 

3) u ntuk objek pajak yang wajib paj a knya orang p ribadi yang 
berpenghasilan lebih dari Rp . 800.000 .00 (delapan ratus ribu 
rupiah) perbulan , dapat diberikan pengurangan setinggi 
tingginya sebesar 25% (d ua puluh lim a persen) dari PBB yang 
terutang; 

e) Objek pajak yang waj ib pajaknya 0 'ang pribadi yang 
berpenghasilan rendah dan n ilai jual objek pajak (NJOP) per meter 
perseginya m eningkat akibat peru bahan lingkungan dan dampak 
positif pembangunan dib rikan pengurangan sebagai berikut: 

1) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang 
berpenghasilan rendah dan nilai jual objek pajak (NJOP) per 
meter perseginya meningkat lebih dari 75% (tujuh puluh lima 
persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif 
pembangunan, dapat diberikan pengurangan setinggi tingginya 
sebesar 750/0 (tujuh puluh lima persen); 

2) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang 
berpenghasilan rendah dan nilai jual objek pajak ( NJOP ) per 
meter perseginya meningkat antara 50% (lima puluh persen) 
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sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) akibat dari 
perubahan dan dampak positif pembangunan, dapat diberikan 
pengurangan setinggi tingginya sebesar 50% (lima puluh 
persen); 

3) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang 
berpenghasilan rendah dan nilai jual objek pajak (NJOP) per 
meter perseginya meningkat antara 25% (dua puluh lima persen) 
sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen) akibat dari 
perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, dapat 
diberikan pengurangan setinggi tingginya sebesar 25% (dua 
puluh lima persen); 

f) Objek pajak yang berupa Cagar Budaya yang telah ditetapkan 
sebagai bangunan dan atau lingk u ngan Cagar Budaya dan tidak 
mengalami perubahan fisik bangunan baik model maupun cat, 
dapat diberikan pengurangan setinggi tingginya sebesar 50% (lima 
puluh persen); 

2. Wajib Pajak Badan, meliputi: 
a) perguruan tinggi, dapat diberikan pengurangan setinggi tingginya 

sebesar 50% (lima puluh persen); 

b) Wajib Pajak Badan yang m engalami kerugian pada tahun pajak 
sebelumnya dan m engalarni k esulitan likuiditas , dapat iberikan 
pengurangan setinggi tingginya sebesar 75% (tujuh pu luh lima 
persen); 

b. kare a kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya d n eran objek 
pajak itu sendiri d iberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% 
(seratu s persen) melipu ti: 

1. dalarn hal objek pajal{ terk na bencana yang iakibatkan oleh 
pe ·stiwa atau serangkaian peristiwa yang diseba bkarl oleh alarn 
antara la in gem pa bumi, tsunami, gunu n g meletus, banjir, kekeringan, 
angin topan, tanah longsor dan bencana lainya ; 

2. dala m hal objek pajak terken a sebab lain yang luar bia sa, meliputi 
kebakaran dan wabah penyakit / bama tanarnan; 

(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 huruf a) 
harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut : 

a. sumbangan pem binaan pendidikan dan pungutan lainya dengan nama 
apapun rata-rata lebih dari a tau sama dengan Rp. 2.000.000.00 (duajuta 
rupiah) per-tahun; 

b. luas bangunan lebih dari atau sarna dengan 2.000 m 2 (dua ribu meter 
persegi); 

c. lantai / tingkat bangunan lebih dari 4 lantai; 

d. luas tanah lebih dari atau sama dengan 20.000 M2 (dua puluh ribu meter 
persegi); 

e. jumlah mahasiswa lebih dari atau sarna dengan 3.000 (tiga ribu) 
mahasiswa; 
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(3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 huruf a) 
tidak termasuk pada bumi danjatau bangunan yang dikuasai , dimiliki, danj 
atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi tetapi secara nyata tidak 
dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan secara langsung yang 
terletak diluar lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan. 

Pasal49 

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) diberikan 
kepada wajib pajak at as PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB 
atau SKPD PBB. 

(2) PBB terutang yang tercantum dalam SPP1' atau SKPD PBB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan sanksi 
administratif. 

(3) Apabila pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) telah 
diberikan, maka tidak dapat dimintakan pengurangan sanksi admini tra if. 

Pasal 50 

(1) Pengu ra ngan sebagaimana dimaksud dalan1 pasal 48 dapat diberikan 
berdasarkan permohonan Wajib Pajak. 

(2) Perm ohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana 
dimaks ud pada ayat (1) dapat diajukan secara : 
a. perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD 

PBB. 
b. perseorangan atau kolektif u ntuk PBB . 7ang tercantum dalam SPPT PBB. 

Pasal 51 

(1) Pengurangan PBB harus diajukan d ala mjangka waktu : 
a. 3 (tiga) bu lan terhitu ng sejak tanggal diterimanya SPPT P B; 
b. 1 (sa tu) bulan terh itung sejak tanggal diterimanya SK D P B; 
c. 1 (sa tu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya S r t Keputusan 

Kebera tan PBB; 
d. 3 (tiga) bulan terhitung s~jak tanggal terjadinya ben ana a lam; 
e. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya seba b lain yang luar 

biasa, kecuali a pabila Wajib Pajak dapat menunjukan dalam jangka 
waktu tersebut tidak dapat dipenu hi ka rena keadaan diluar kekuasaanya. 

(2) Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun pajak sebelu mnya at as objek pajak 
yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena 
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. 

(3) Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB atau SKPD PBB yang dimohonkan 
pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat 
keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak 
diajukan banding. 

Pasal52 

(1) Permohonan pengurangan SPPT PBB atau SKPD PBB, sebagaimana dapat 
diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali. 
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(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan 
tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Keputusan at as permohonan yang 
pertama. 

(3) Permohonan kedua yang diajukan mela mpaui jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga 
tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya 
diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari jangka waktu 
paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima. 

Pasal 53 

Dokumen pendukung yang digunakan u ntuk mengajukan permohonan 
pengurangan yang diajukan secara perseorangan, m elipu ti : 
a . Wajib Pajak Pribadi, meliputi : 

1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pej la ng 
kemerdekaan, pem bela kemerdekaan, penerima tanda jasa bin tang ger ilya, 
a tau jandajdudanya berupa: 

a ) fotocopy kartu tanda anggota ve teran, atau fotocopy surat kep utusan 
ten tang pengakuan, pengesahan dan penganugrahan gelar keh ormatan 
d~u'i pejabat yang berwenang; 

b) fotocopy b u kti pelunasa n PBB tahun pajak sebelu mnya; 

c) fotocopy slip gaji pensiun sebagai anggota veteran pejuang 
kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bin tang 

gerilya, atau jandal dudanya; 

d) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listr ik, air danl atau 
tel pon bulan terakhir . 

2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya 
semat -mata bera sal dari pensiunan sehingga kewajiban m embayar PBB 
sulit d ipenuhi beru pa : 

a) fo tocopy surat keputusan pensiunan; 

b) fotocopy slip pensiunan atau dokumen sejenis lainnya; 

c) fotocopy kartu keluarga; 

d) fotocopy bukti pembayara n reken ing tagih an lis trik , illr danjatau 
telepon bulan akhir; 

e) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya; 

3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan 
rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi berupa : 

a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa 
penghasilan Wajib Pajak Rendah, yang diketahui Ketua RT dan Ketua 

RW; 

b) fotocopy kartu keluarga; 

c) fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang sejenis ; 

d) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air danl atau 

telepon bulan akhir; 
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e) Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya; 

4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan 
rendah dan nilai jual objek pajak per meter persegi meningkat akibat 
perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan berupa: 

a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan 
Wajib Pajak Rendah, yang diketahui Ketua RT dan Ketua RW; 

b) fotocopy SPPT PBB tahun sebelumnya; 

c) fotocopy kartu keluarga; 

d) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau 
telepon bu lan akhir; 

e) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya; 

5. Objek Pajak yang Waj ib Pajaknya ora ng pribadi yang berupa eagar budaya 
yang telah ditetapkan sebagai bangunan danjatau lingku ngan eagar 
budaya berupa: 

a) Keputusan Bupati ten tang Penetapan Bangunan dan/atau Lingku ngan 
sebagai Bangunan dan/atau Lingkungan eagar Budaya yang 
dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya; 

b) fotocopy kartu keluarga dan KTP; 

c) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air danj atau 
telepon bulan terakhir; 

b. Wajib Pajak Badan, meliputi : 

1. Waj ib Pajak perguruan berupa : 

a) la poran keuangan (antara lain n eraca awal dan n eraca akhir tahun) 
yang telah diaud it oleh apara t pengawasan fungsional pe merintah 
dan j atau akun tan pu blik; 

b) laporan penerimaan dan pengeluaran rutin ; 

2. Waji b Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas 
tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat mem enu hi kewajiban rutin, 
berupa : 
a) fotocopy a kta pendirian perusahaan; 
b) fotocopy laporan keuangan tahu n sebelumnya; 
c) fotocopy ca sh flow Perusahaan ang telah diaudit aku ntan publik; 
d) Keputusan da ri Mahkamah Agung tentaIlg kerugian dan kesulitan 

likuiditas; 
e) fotocopy 8PT PPh Badan tahun pajal{ sebelumnya; 
f) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya; 

Pasal 54 

Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara 
perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain 
yang luar biasa berupa : 
a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena 

bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; 
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b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Oesa 
setempat atau instansi terkait. 

Pasal 55 

Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana harus 
memenuhi persyaratan dan data pendukung. 

Pasal56 

Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif dapat diajukan: 

a. sebelum SPPT PBB diterbitkan dalam hal kondisi tertentu yaitu objek pajak 
yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran 
pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau 
jandajdudanya dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 
(Lim a ratus juta rupiah). 

b. setelah SPPT PBB diterbitkan dalam hal : 

1. d ala m h al kondisi tertentu yaitu objek pajak yang Wajib Pajaknya orang 
pd badi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, 
penerima tanda jasa bintang gerilya, atau jandajdudanya dengan PBB 
yang terutang paling banya k Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus ju ta rupiah); 

2. dengan PBB yang terutang paling b anyak Rp. 200.000,00 (Dua ra tus ribu 
rup iah), yaitu ; 

a) objek pajak berupa lahan pertanianj perkebunanj perikananj 
peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang 
pribadi yang berpenghasilan ren dah; 

b) objek pajal<: yang Wajib Pajal{nya orang 
semata-mata bera sal dari pensiunan 
TNl jPOLRI: 

pribadi yang penghasilannya 
Pegawai Negeri Sipil dan 

c) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan 
ren dah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi; 

d) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan 
rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m eter perseginya 
meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif 
pembangun an. 

3. dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 500 .000.000,00 (Lima ratus 
juta rupiah), yaitu : 

1. dalam hal objek pajak terkena bencana alam bencana yang diakibatkan 
oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam 
antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, 
angin topan, dan tanah longsor; 

2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi 
kebakaran, wabah penyakit tanaman danj atau wabah hama tanaman. 
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Pasal57 

Persyaratan permohonan pengurangan yang d iajukan secara kolektif yaitu: 

a. permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana 
dimaksud dalarn pasal 56 huruf a berupa: 

1. Satu permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang 
sarna; 

2. Diajukan secara tertulis dalarn Bahasa Indonesia dengan 
mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai 
alasan yang jelas; 

3. Diajukan kepada Bupati melalui Pengurus Legiun Veteran Republik 
Indonesia (LVRI) atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk 
pengajuan permohonan; 

4 . Diajukan paling larnbat tanggal 30 (tiga puluh) Januari tahun pa ·ak yang 
bersangku tan; 

5. Tidak memiliki tunggakan PBB tahun pajak sebelumnya atas objek pajak 
ya ng dimohonkan pengurangan. 

b. permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif seba aimana 
dimaksud dalam pasal 56 huruf b, berupa : 

1. satu permohonan untu k bebera pa objek pajak dengan tahun pajak yang 
sarna; 

2. diajukan secara tertulis dalarn Bahasa Indonesia dengan mencantumkan 
besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai a lasan yang 
jela s ; 

3. iaj ukan kepada Bupati melalui : 

a} Pengu rus Legiu n Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau pengurus 
rganisasi terkait lain nya untu k pengaj uan pennohonan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 h uru f b angka 1 ; 

b} Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana 
dim aksud dalam pasal 56 h uruf b angka 2 dan a ngka 3 . 

4. dilarnpiri fotocopy SPPT PBB yang dimohonkan pengurangan; 

5. diajukan dalarn jangka waktu : 

a} 3 (tiga) b ulan terhitung sej ak tanggal d iteriman. a SPPT PBB; 

b} 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya bencana alam; 

c) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya sebab lain yang 
luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI 
setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Kepala desa, 
dapat menunjukan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak 
dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaannya. 

6. tidak diajukan keberatan SPPT PBB yang dimohonkan pengurangan. 
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Pasal58 

(1) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara 
kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau 
organisasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf b 
angka 3 huruf a), berupa: 

a. fotocopy kartu anggota veteran tiap-tiap Wajib Pajak; 
b. fotocopy bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak tabun pajak 

sebelumnya; 
(2) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara 

kolektif oleh Lu rah sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf b angka 3 
huruf b) berupa : 
a. surat keterangan yang mend ukung alasan permoh on an dari Lurab 

setempat atau insta s i ter lYait; 
b. fotocopy bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak tabun pajak 

s ebelumnya; 

Pa al59 

1. Per m honan pengurangan secara perseorangan yang t idak m em enuhi 
persy atan sebagaimana dimaksud d alam pasal 53 dianggap bukan sebagai 
perm ohonan sehingga tidal{ dapat dipertimbangkan. 

2. Perm ohonan pengurang secara kol ,k tif yang t idak memen hi : 
a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huru f a dan 

per yaratan sebagaiman dimaks ud dalam p sal 57 hur fa; 
b. keten tu an s bagai _ ana ya ng di aksud dalam pasal 56 h u ru f b dan 

persyar tan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf b ; d ianggap 
b u ka n sebagai permohonan seh in ga tidak da pat diper timban gkan. 

3. Dalam hal permohon an pengurangan tidak dip rtimbangkan s ebagaimana 
dima ks ud pa a ayat (1) dan ayat (2), Kepala Din a s harus mem beritabukan 
secara tertulis disertai alasan yang m endasari kepada : 
a. W' jib pajak a ta u ku asanya dalam hal pengajuan d iaj u kan secara 

per seorangarl; 
b. Penguru LVRI setempat., pengur s organisasi terkait la innya atau Lurab 

setempa t dalam hal permohonan diaj ukan secara kolektif. 
4. Dalam h a.l perm ohonan peng lrangan tidak da pat d ipertimbangkan 

sebagaimana d imaks d pada ayat (1) ta u ayat (2) , Wajib Pajak masih dapat 
mengajukan perm oh onan pengurangan kembali sepanjang memenuhi 
persyaratan sebagaimana d im {sud daJaln pasal S3 dan pasal 56. 

Pa sal 6 0 

(1) Keputusan permohonan pengurangan dapat berupa mengabulkan 
seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak. 

(2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetetapkan 
berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kantor, dan apabila diperlukan dapat 
dilanjutkan dengan Pemeriksaan di lapangan. 

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat. (2) dilakukan berdasarkan 
surat tugas dan hasilnya d ituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 
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Kantor, (LHPK) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL) 
pengurangan PBB. 

(4) Dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai 
waktu pelaksanaan pemeriksaan dilapangan kepada : 
a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara 

perseorangan; atau 
b. Pengurus LVRI at au organisasi terkait lainnya atau Lurah dalam hal 

permohonan diajukan secara kolektif. 
(5) Wajib pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidal{ dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk 
SPPT PBB ata u SKPD PBB yang sama. 

Pa sal 61 

(1) Bu pa d atau Kepala Dinas sesuai kewenangannya dalam jangka waktu aling 
ama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan 

pengurangannya h aru s memberi suatu keputusan atas permoh onan 
pengurangan 

(2) Kepala Dinas berwenang mem b erikan kepu tusan atas permohonan 
pengurangan dalam hal PBB terutang paling banyak Rp . 300.000 .000,00 
(tiga ra tus juta rupiah) untu satu ketetapan pajak. 

(3) Bupati bClwena ng memberikan kep u tu san atas permohonan pengurangan 
dalam h 8J PBB ter utang ebih dari Rp . 00.000.000,00 (tiga ra tus juta 
rupiah) un tuk satu ketetapan cljak. 

Pasal 62 

Tanggal dit rimanya permohonan penguranga...n adalah : 
a. tanggal tanda pengirim su rat permohonan pengurangan, dalam hal 

disampaikan melalui pos dengan tan da bukti pengiriman s u rat; a ta u 
b. tanggal diterimanya su rat permohonan pengurangan da lam hal diajukan 

secara la ngsun g oleh Wajib Pajal{ a tau k lasanya kepada Bu pati melalui 
Kepala Din a s. 

Pa sal 63 

Ketentuan lebih rind m engenai penguranga n PBB secara perseorangan dan 
kolektif sebagaimana tercan u rn alam lampiran XIII . ang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bu ati in' . 

Bagian Ked uabelas 
Tata Cara Penagihan PBB 

Pasal64 

(1) Pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang 
tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran ditagih 
dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). 
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(2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, 
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan 
jumlah pajak yang harus di bayar bertambah merupakan dasar penagihan 
pajak. 

(3) Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di tambah denda administrasi 
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan dihitung sejak saat jatuh tempo SPPT sampai dengan 
tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh dengan 1 (satu) 
bulan. 

Pasal65 

(1) Dalam ran gka penagihan PBB Djnas d a pat m ener bitkan: 

a. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis; 

b. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; 

c. 8 urat Paksa; 

d. S u rat Perintah Melak anakan Penyitaan; 

e. Su rat Perintah Penyanderaan; 

f. Su rat Pencabutan Sita; 

g. engumuman Lelang; 

h. Su rat Penentuan Barga Limit; 

i. Pem batalan Lelang; dan 

J. Su r-at lain yang d iperlukan untuk pelaksana penagihan p j ak. 

(2) Sura t Tegur , Surat Peringatan ata surat lain yan ejen is diterbitkan 
apabil Penanggung Pajak tidak melunasi u tang pajaknya sampa i dengan 
tanggal jatu ternpo pem bayaran. 

(3) Surat Perintah Penagihan Seketika da n Seka ligus d iterbi kan sebelum 
penerbitan S l r t Paksa. 

Pasal66 

(1) Surat Pa (sa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANA YANG MAHA ESA" , m em punya i kekuatan eksekutorial dan 
kedudukan h u kum yang am a dengan putll san pe gadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap . 

(2) Surat Paksa diterbitkan a abila: 
a. penanggung Pajak tidak m elun a s i. utang pajak dan kepadanya telah 

diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang 
sejenis; 

b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan 
sekaligus; atau 

Pasal67 

Ketentuan lebih rinci mengenai penagihan PBB tercantum dalam lampiran XIV 
yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati inL 



Bagian Ketiga Belas 
Pemeriksaan PBB 

Pasal68 
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(1) Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB dan I atau tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

(2) Tata cara pemeriksaan yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan keputusan Kepala Dinas. 

Bagian Keem pat Belas 
Tata Cara Pengajuan Keberatan 

Pasa169 

Wajib P jak dapat mengajukan Keberatan PBB atas : 
a. S PIT; atau 
b . SKPD PBB. 

Pa~ al 70 

(1) Waj ib Pajak dapat mengajukan Ke eratan dalam hal: 
a. W jib Pajak berpendapat b wa luas Objek Pajak bumi an/atau 

a ngunan ' tau nilai j ua l Objek Pajak bumi dan /atau bangu nan tidak 
ebagaimana mestinya; dan I ata u 

b. ter a at perbe a an pena siran ke en an pe -a tu an 
u n an a PBB. 

pe rundang-

(2) Kebera tar seb gaimana dimaksud pa da a at (1) dapat diaj u an s ecara : 
a. erseora gan a ta u kolektif untu k SPPT; atau 
b. perseorabgan untu k SKP P 

Pasal 7 1 

(1) Pengaj u ' n Keb ratan secara perseorangan , ebagaim ana d imaksud dalam 
Pasal 70 ya t (2) h u ruf a h us ffi _menuhi persyaratan : 
a. satu sura. Kebera tan untuk 1 (satu) SPPT ata ' SKPD PBB; 
b. diajukan secara tertul" s dalam bahasa ndon esia; 
c. diajukan kepada I epala Dina m elalui Bid a g P B dan BPHTB; 
d. dilampiri a sli SPPT a tau SKPD P )8 Y' l.g d iajukan Keberatan; 
e. dikemukakan j u m lal1 PBB ya g terutang men r ut penghitungan Wajib 

Pajak disertai dengan alasan yang m enduku ng pengajuan Keberatannya; 
f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya 

SPPT atau SKPD PBB, kecuali a pabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat 
menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan di luar kekuasaannya; dan 

g. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat 
Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak; 
1. harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, bagi Wajib Pajak orang 

pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp. 2.000.000,00 (dua 
juta rupiah) atau Wajib Pajak badan; atau 



38 

2. harus dilampiri dengan surat kuasa, bagi Wajib Pajak orang pribadi 
dengan pokok pajak sampai dengan Rp. 2 .000.000,00 (dua juta 
rupiah). 

(2) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 
ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan : 
a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT' Tahun Pajak yang sam a; 
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
c . PBB yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 500.000,00 

(lima ratus ribu rupiah); 
d. diajukan kepada Kepala Dinas mela lu i Bidang P dan BPHTB; 
e. diajukan melalui Kepala Desa setempa ; 
f. dilampiri a sH SPPT' yang diajukan Keberatan; 
g. mengem ukakan jumlah PSB yang teru tang menurut pengh i u ngan Wajib 

Pajak disertai dengan alas an yang m endukung pengajuan Keberatannya; 
dan 

h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditelim ' nya 
SPPT', kecuali a pabila Wajib Pajak melalui Kepala Desa setemp t dapat 
menunju an bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan di lu ar kekuasaannya. 

(3) Tanggal penerimaan surat ke eratan yang dijadikan da~ar untuk 
mem p roses surat Keberatan adalah : 
a. t anggal terima surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung 

oleh Waj ib Pajak atau kuasanya kepada petugas yang ditunjuk; atau 
b . tanggal tanda pengiriman u rat Kebera an, dalam h al disa mpaikan 

m elal Ii pos dengan b Tti pengiriman surat. 
(4) Untu k memperkuat alasan pe gajuan Kebera tan sebagaimana dimaksud 

pada yat (1 ) huruf e dan ayat (2 ) huruf g, pengajuan Keberatan disertai 
den an : 
a. fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotokopi id entitas k asa Wajib Pajak 

dalal. ha d·k a sakan; 
b . fotoco y bu kti kepemilikan tanah; 
c. fotocopy Ijin M ndirikan S aIlgunan ("MS); dan/ a ta u 
d. fotocopy t u kt i pendukung lain nya . 

Pa al 72 

(1) Pengajuan Keberatan yang tida]{ Inemen uh i persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1 ) atau ayat (2) dianggap bukan sebagai 
surat Keberatan sehingga tidak dapal dipertimbangkan. 

(2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidal< dapat dipertimbangkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kepala Oi as dalam jangka waktu paling lama 10 
(sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis 
disertai alasan yang mendasari kepada : 
a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara 

perseorangan; atau 
b. Kepala Desa setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif. 
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(3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak d a pat dipertimbangkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan 
kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal71 ayat (1) huruffdan ayat (2) hurufh. 

Pasal73 

(1) Untuk keperluan pengajuan Keberatan, Wajib Pajak dapat meminta 
keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan / atau 
penghitungan PBB yang terutang kepada kepala Dinas. 

(2) Kepala Dinas harus memberi keterangan yang d iminta oleh Wajib Pajak 
sebagaimana dim aksud pada aya t (1 ) dalam jangka wak u paling lama 10 
(sepuluh) h ari keIja sejak surat permintaan Wajib Pajak d iterim a. 

(3) Jangka waktu pem berian keteran~an 01 h Kepala Dinas a t as permintaan 
Waj ib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak men u nd a jangka 
waktu pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 1 ayat (1) 
huruf f dan ayat (2) h u ruf h. 

Pasal 74 

Pangajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB teru tang dan 
pelaksan aan penagihannya" 

Pa~ al 75 

(1) DPPKAD melaku kan pemeriksaan berkas pengaj u an paling lama 1 (satu) 
bulan se "ak tanggal diteri any berka s penga"uan s cara engkap . 

(2) DPPKAD dalam melak anakan pem eriksaan pengajuar keberata n Pajak 
Bum i dan angun dapat melakukan penelitian dila pangan dan I atau 
mem in ta dok men pen jang selai yang d " persyarat ran se agai bahan 
penelit ian" 

(3) . Hasil pe litian PPKAD s bagai a sar pengambilan kepu tu ~an untuk 
mener im a a t - u me olak pengaju an. 

(4) Keputu san keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) d a pat berupa 
penerim an eluruh atau sebagian, menolak, a ta u m e run ah besarnya 
jumlah PBB yang teru tano. 

(5) Dalam hal kep u tusan kebera t e yebabkan peru bahan data dalam SPPT 
atau SKPD dan SITS a tau b k ti pem ayaran lainnya . DPPKAD menerbitkan 
SPPT atau SKPD aru berdasarka n ke utusan ke eratan tanpa merubah 
saat jatuh tempo pembayaran. 

(6) SPPT atau SKPD baru sebagaim ana d imaksud pada ayat (5) tidak bisa 
diajukan keberatan. 

(7) Keputusan atas pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 12 (dua belas) 
bulan sejak tanggal diterimanya permohonan. 

(8) Apabila jangka waktu sebagaimana d i maksud pada ayat (7) telah 
terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, pengajuan keberatan Pajak 
Bumi dan Bangunan dianggap diterima atau dikabulkan. 
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Pasal 76 

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan 
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dikembalikan dengan ditambah 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan 
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. 

Pasal 77 

(1) Kewenangan pemberian keputusan atas pengajuan keberatan Pajak Bumi 
dan Bangun an bagi besaran Pajak Bumi dan Bangunan terutang sampai 
dengan Rp 2.000.000,00 (duajuta rupiah) ditetapkan oleh kepa la DPPKAD. 

(2) Kewen angan pemb rian kepu tu -an atas pengajuan keberatan ajak Bumi 
dan Bangunan bagi besaran Pajak Bumi dan Bangunan terutang lebih dari 
Rp 2 .000.000,00 (duajuta rupiah) di tetapkan oleh Bupati Tasikmal ya. 

Pasal 78 

Ketentuan lebih r inei mengenai pengaj u an Keberatan PBB tercantum dalam 
lampiran XV yang merupakan bagian tidal{ terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Bagian Kelima Belas 
Banding 

Pasal 79 

(1) Wajib ajak dapat mengajukan perm oh onan ba n din g h anya k a da Badan 
Peradila n Pajak terh ada Ie ut s an m engenai keberatannya yang 
diteta p kan oleh Bupa ti. 

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) diaj u kan secara 
tertu is d8Jam bahasa n don esia, dengan ala san yang j ela s dalam jangka 
waktu 3 (t iga) bu lan sejak keput san diterima, dilampiri sa lin a n dari surat 

(3) 
keputusan keberatan tersebut. 
Pengajuan pen _ oh on m. banding 
sampai den an 1 (sa .u) bulan seJ 

en angguhka kewajiban m embayar pajak 
ta nggal pener itan Pu tusan Banding. 

Pasal 80 

(1) Jika pengajuan keberatan atau ennohonan banding dikabulkan sebagian 
atau seluruhnya, kelebihan em bayaran pajak dikembalikan dengan 
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per sen) sebulan untuk paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan 
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. 

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib 
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh 
persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi 
dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 



41 

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi 
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan. 

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib 
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus 
persen) dari jumlah pajak berdasarkan Pu tusan Banding dikurangi dengan 
pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

Bagian Keenam Belas 
Kedaluwarsa enagihan 

Pasal 81 

(1) Hak u n tuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah 
melampaui waktu 5 (lima ) tahu ter itung sejak saat teru ang ya Pajak, 
kec uali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang per ajakan 
daerah. 

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak se bagaimana dimaksud pada ya t (1) 
ter tangguh a pabila: 
a. d iterbitkan Surat Teguran danjatau Surat Paksa; atau 
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung aupun 

tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan SUI-at T g ran dan Surat Paksa sebagaimana 

dimaksud ada ayat (2) h u ruf a, kedaluwarsa pe agihan dihitung sejak 
tanggal penyampai urat aksa ter eb It. 

(4) Penoa kuan utang Pajr secara ' g s u .. g sebaga imana dimaks ud pada ayat 
(2) h u ruf adalah Wajib ajak den gan kesadarannya m enyatak an masih 
mem plmyai u tang Pajak dan bell m melunasin Ta kepada Pemerintah 
Daerah . 

(5) Pengakuan utang secara tidak Jangsu ng sebagaim ana dimaksu d ada ayat 
(2) huruf b dapat diketahu i dari p engajuan permohonan keberatan oleh 
Wajib P'-ja . 

Pasal 82 

(1) Piu tang PBB yang tidak m ungkin ditagih lagi karena hak u n tuk melakukan 
penagihan sudah kedal warsa dap diha pus kan. 

(2) Keputusan Pengh apusan Piu tano .. ~BB an s dah kedaluwarsa 
sebagaimana dimak sud pada a 'at (1 d' etapkan ole Bupati. 

(3) Tata cara penghapusan i ' tang PEB yang sudah kedaluwarsa diatur dengan 
Keputusan Bupati. 

Bagian Ketujuh Belas 
Tata Cara Pemberian Informasi PBB 

Pasal 83 

(1) Atas dasar kebutuhan informasi Wajib Pajak melalu i fungsi pelayanan 
dapat meminta informasi kewajiban perpajakannya. 

(2) Kewajiban perpajakannya meliputi print out lunas tunggakan dan surat 
keterangan atas NJOP Bumi dan Bangunan. 
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(3) Informasi yang dimaksud dengan ayat (1) diperoleh langsung dari DPPKAD. 

Pasal84 

Ketentuan lebih rind mengenai pemberian Informasi dimaksud diatas seperti 
tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BABrv 
FASILITASI 

Pasa1 85 

(1) Kepala DPPKAD melakukan fasilitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini. 
(2) Fasilitasi sebagaimana d imak d ada ayat (1) mencakup mengkoor

dinasikan, menyempurnakan lampiran sesuai dengan ketentuan perundang
undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta 
memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan Bupati ini. 

B B V 
KETENTU N PENUTUP 

Pasal 86 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangg' diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengu ndangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kab upaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 8 J"anuari 2014 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

NIP. 19611217 198305 1 001 

Diteta pkan di Singaparna 

pa da tangal 7( .Jal11l.ait'jj 2014 

. PATI TASIKMALAYA, 

UU RUZHANUL ULUM 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 4 
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